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ABSTRAK :

CATATAN :

bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus memperhatikan potensi
daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat,
dan akuntabilitas serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta
mewujudkan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan
Retribusi di daerah;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6),
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Menerangkan tentang Pajak yang meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT (Makanan dan atau
Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan), Pajak
Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen (PKB & BBNKB), Masa
Pajak dan Tahun Pajak, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan, kemudian tentang Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
Usaha, dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dilanjutkan dengan Ketentuan dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan,
Penghapusan atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi, Insentif Fiskal Pajak Dan
Retribusi Bagi Pelaku Usaha, Kemudahan Perpajakan Daerah, Sanksi Administratif,
Sinergitas Pengelolaan Pajak Dan Retribusi, Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi, Sistem Informasi, Kerahasian Data Wajib Pajak, Ketentuan
Penyidikan, Ketentuan Pidana, serta Ketentuan Peralihan;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada
tanggal 5 Januari 2025.

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya
pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan
kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 52); Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 68); Peraturan Daerah Kabupaten



Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021
Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 82); Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
yang mengatur mengenai Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan
Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67); Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2019 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2021
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2021 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



